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KATA PENGANTAR 
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karuniaNya, 

Buku Pedoman Praktis Manajemen Program Imunisasi di Puskesmas dapat selesai disusun. Buku ini 

ditujukan sebagai acuan bagi pengelola program imunisasi puskesmas dalam melaksanakan 

manajemen program imunisasi yang berkualitas. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi 

pedoman bagi supervisor dalam melakukan bimbingan teknis kepada pengelola program imunisasi di 

puskesmas. 

Pengelola program imunisasi di Puskesmas memegang peran penting sebagai pelaksana 

utama program imunisasi. Hasil analisa situasi program imunisasi rutin menunjukkan masih adanya 

disparitas cakupan imunisasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, dimana jumlah 

anak-anak yang belum/tidak lengkap status imunisasinya masih banyak. Untuk itu, keterampilan 

pengelola program imunisasi dalam merencanakan, melaksanakan dan memonitor kegiatan-kegiatan 

imunisasi untuk memastikan anak-anak di wilayah kerja nya mendapatkan imunisasi lengkap sesuai 

usia yang dianjurkan perlu terus ditingkatkan.  

Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak atas dedikasi dan 

pengabdiannya dalam berupa memperkuat imunisasi rutin sehingga dapat tercapai cakupan yang 

tinggi dan merata dan herd immunity pun dapat terwujud. Semoga Tuhan YMK senantiasa menaungi 

langkah kita semua untuk dapat bersama-sama berkontribusi optimal dalam menyehatkan anak 

Indonesia.  

 

Jakarta, 18 Agustus 2021 

     Plt. Direktur Jenderal P2P 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 

Pengelola program imunisasi di Puskesmas memegang peran penting sebagai pelaksana utama 

program imunisasi. Hasil analisa situasi program imunisasi rutin menunjukkan masih adanya 

disparitas cakupan imunisasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, dimana 

jumlah anak-anak yang belum/tidak lengkap status imunisasinya masih banyak.  

 

Permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu keterbatasan SDMK disebabkan sebagain besar dari 

mereka terfokus pada kegiatan penanggulangan COVID-19, masih adanya kekhawatiran orang 

tua untuk membawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan karena adanya Pandemi COVID-

19, kepatuhan petugas untuk melaporkan hasil pelayanan imunisasi/ cakupan secara lengkap dan 

tepat waktu menurun, pergantian pengelola program imunisasi yang dinamis (high turnover), 

kualitas pelayanan imunisasi belum merata dimana masih ada kesenjangan kompetensi petugas 

di daerah satu dengan daerah lain, perencanaan dan pengganggaran daerah yang masih terbatas 

hanya terfokus pada kegiatan penanggulangan pandemi, adanya penolakan di masyarakat karena 

hoax/ berita negatif mengenai imunisasi serta masih kurang optimalnya pemanfaatan data serta 

analisa/review cakupan dan trend PD3I secara rutin. 

 

Keterampilan pengelola program imunisasi dalam merencanakan, melaksanakan dan memonitor 

kegiatan-kegiatan imunisasi untuk memastikan anak-anak di wilayah kerja nya mendapatkan 

imunisasi lengkap sesuai usia yang dianjurkan perlu terus ditingkatkan. Pada kenyataannya, 

mayoritas pengelola program imunisasi di puskesmas juga memiliki peranan rangkap dan terlibat 

dalam pengelolaan program lainnya sehingga komitmen dan kepatuhan pengelola terhadap 

peran dan tugasnya menjadi penting untuk kelancaran progam imunisasi.  

 

Upaya peningkatan kapasitas pengelola program imunisasi terus dilakukan melalui pelatihan 

daring maupun luring (tatap muka) yang disertai dengan modul pelatihan serta media edukasi 

lainnya. Namun, pelatihan terkadang tidak dilakukan dengan intensitas yang cukup sehingga 

dibutuhkan media pembelajaran yang praktis dan dapat digunakan sewaktu-waktu. Standarisasi 

metode analisa dan perencanaan, metode penjangkauan sasaran, format pencatatan dan 

pelaporan serta metode dalam melakukan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk 

mempermudah upaya perbaikan manajemen program.  
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B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup buku “Pedoman Praktis Manajemen Program Imunisasi di Puskesmas” ini 

meliputi: 

a. Analisa situasi 

b. Penyusunan mikroplaning  

c. Upaya pelacakan beserta intervensi bagi bayi dan baduta yang belum/tidak lengkap 

status imunisasi imunisasinya 

d. Kegiatan imunisasi kejar dan imunisasi tambahan 

e. Pencatatan dan pelaporan 

f. Monitoring dan evaluasi 

 

C. Sasaran 

Sasaran buku “Pedoman Praktis Manajemen Program Imunisasi di Puskesmas” sebagai 

berikut: 

a. Pengelola program imunisasi puskesmas 

b. Supervisor pengelola program imunisasi puskesmas 

c. Pelaksana layanan imunisasi 
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BAB 2 PERAN DAN TUGAS PENGELOLA PROGRAM IMUNISASI DI PUSKESMAS 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Imunisasi, tenaga pengelola Imunisasi Program terdiri atas pengelola program dan 

pengelola logistik. Kedua tenaga pengelola tersebut harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi 

tertentu yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. 

Berikut adalah jenis dan jumlah ketenagaan minimal yang harus tersedia di puskesmas dan jaringan 

pelayanannya: 

a. Puskesmas Induk 

• Pengelola program imunisasi dan KIPI 

• Pengelola logistik imunisasi 

• Pelaksana imunisasi 

b. Puskesmas Pembantu 

• Pelaksana imunisasi 

c. Polindes/Poskesdes di Desa Siaga 

• Pelaksana imunisasi 

 

Jumlah tenaga pengelola program imunisasi dan tenaga pengelola logistik imunisasi dapat lebih dari 

satu orang disesuaikan jumlah dan kebutuhan ketenagaan yang ada. Pada kondisi tertentu misalnya 

jumlah tenaga terbatas, maka dimungkinkan pengelola program imunisasi merangkap sebagai 

pengelola logistik imunisasi. 
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Dalam melaksanakan program imunisasi, pengelola program imunisasi perlu memahami peran dan 

tugasnya untuk memastikan cakupan imunisasi di wilayah kerjanya tinggi dan merata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peran dan Tugas Pengelola Program Imunisasi di Puskesmas 

Kompetensi pengelola program imunisasi adalah minimal D3 di bidang kesehatan dan berpengalaman. 

Direkomendasikan agar pengelola program imunisasi menerima pelatihan standar yang disediakan 

oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan atau 

institusi pelatihan lainnya. Agar pengetahuan dan keterampilan tetap dapat dipertahankan, 

dibutuhkan refresher training minimal 3 tahun setelah pelatihan terakhir, on the job training, supervisi 

suportif  setiap 3 bulan dan sosialisasi apabila ada ilmu atau perkembangan terbaru. 

 

 

 

 

 

 

Peran Tugas 

• Menyusun mikroplaning 

• Menyusun SOP penyelenggaraan pelayanan 
imunisasi 

• Menyediakan pelayanan imunisasi berkualitas 

• Melaksanakan pengelolaan vaksin dan rantai 
vaksin yang efektif 

• Melaksanakan kegiatan pelacakan bayi dan baduta 
yang belum/tidak lengkap status imunisasinya 

• Melaksanakan pencatatan pelaporan sesuai 
prosedur 

• Melakukan analisa dan monitoring data secara 
rutin 

• Menyusun dan menyampaikan umpan balik 
kepada Kepala Puskesmas, Camat, Lurah/Kepala 
Desa dan perangkat daerah lainnya, serta lintas 
sektor terkait di tingkat kecamatan dan 
desa/kelurahan 

• Melakukan investigasi KIPI 

• Melaksanakan upaya supervisi dan evaluasi 
program imunisasi  

• Memberikan pelatihan/sosialisasi kepada petugas 
pelaksana layanan imunisasi di puskesmas dan 
desa 

 

• Mengoptimalkan upaya advokasi dan 
koordinasi untuk menggalang 
komitmen dan dukungan dari 
Pimpinan Daerah setempat dan lintas 
sektor terkait 

• Memastikan upaya penggerakan 
masyarakat dilaksanakan seoptimal 
mungkin dengan melibatkan LP/LS 
terkait 

• Memastikan pelayanan imunisasi 
dilaksanakan sesuai prosedur dan 
vaksin yang diberikan terjada 
kualitasnya 

• Memastikan anak-anak di wilayah 
kerja puskesmas mendapatkan 
imunisasi rutin lengkap sesuai usia 

• Memastikan akurasi pencatatan dan 
pelaporan 
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BAB 3 MIKROPLANING 
 

A. Pengertian 

 

Perencanaan merupakan salah satu unsur manajemen yang penting dalam pengelolaan program 

imunisasi. Perencanaan nasional penyelenggaraan imunisasi program dilaksanakan oleh 

Pemerintah berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh puskesmas, pemerintah daerah 

kabupaten/kota, dan pemerintah daerah provinsi secara berjenjang. Dengan demikian, 

perencanaan di tingkat puskesmas menjadi ujung tombaknya. Perencanaan sebagaimana 

dimaksud meliputi penentuan sasaran, kebutuhan logistik, dan pendanaan.  

Selain dari perencanaan di atas, perlu disusun juga perencanaan mikro atau disebut dengan 

mikroplaning. Mikroplaning disusun dengan tujuan untuk memastikan seluruh sasaran imunisasi 

dapat dijangkau dan dilayani sesuai usia sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan dan 

mempertahankan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata. Dengan mikroplaning yang disusun 

dengan baik, petugas dapat mengidentifikasi kelompok prioritas, mengatasi 

kendala/permasalahan yang terjadi serta menyusun rencana kerja untuk mengatasi 

kendala/permasalahan tersebut. 

 

B. Komponen Mikroplaning  
 

Mikroplaning yang disusun dengan baik harus memiliki komponen-komponen sebagai berikut: 

1. Jumlah dan data sasaran 

2. Jumlah kebutuhan vaksin dan logistik imunisasi  

3. Identifikasi ketersediaan SDM 

4. Peta wilayah kerja puskesmas 

5. Identifikasi hambatan terhadap akses dan penggunaan pelayanan  

6. Identifikasi desa/kelurahan berisiko tinggi 

7. Identifikasi solusi untuk mengatasi hambatan 

8. Rencana kegiatan beserta pembiayaan 

 

 

C. Langkah Penyusunan Mikroplaning 

1. Tahap 1: Pendataan/Perhitungan Sasaran 

Penentuan sasaran dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan estimasi berdasarkan 

proyeksi data sasaran yang dikeluarkan Kemenkes atau pendataan langsung yang dilakukan 
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oleh puskesmas.  Dalam penentuan data sasaran, lakukan koordinasi dengan pengelola 

program Kesehatan Keluarga. 

a. Sasaran Imunisasi Dasar 

1) Sasaran bayi lahir hidup 

Jumlah bayi lahir hidup digunakan sebagai sasaran jenis imunisasi yang diberikan 

pada bayi usia kurang dari 2 bulan (HB0, BCG dan OPV1). Jumlah bayi lahir hidup di 

tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dapat dihitung sebagai berikut: 

Kecamatan : CBR provinsi x jumlah penduduk kecamatan 

atau 

     

Kecamatan =  x Jumlah bayi kab/kota tahun ini 

     

 

Desa/kelurahan: Direkomendasikan untuk melaksanakan pendataan langsung ke 

seluruh rumah penduduk sehingga diperoleh data sasaran riil by name by address.  

Untuk perhitungan estimasi jumlah bayi lahir hidup tingkat desa/kelurahan 

dilakukan dengan cara: 

  Jumlah bayi desa tahun lalu   

    Desa =  x Jml. bayi kecamatan tahun ini 

  Jumlah bayi kecamatan tahun lalu   

 

2) Sasaran bayi bertahan hidup (surviving infant) 

Jumlah bayi yang bertahan hidup (Surviving Infant) dihitung/ditentukan 

berdasarkan jumlah bayi lahir hidup dikurangi dengan jumlah kematian bayi yang 

didapat dari perhitungan Angka Kematian Bayi (AKB) dikalikan dengan jumlah bayi 

lahir hidup. Jumlah ini digunakan sebagai sasaran jenis imunisasi yang diberikan 

pada bayi usia 2-11 bulan.  

 

 

 

      

 

b. Sasaran Imunisasi Lanjutan 

1) Anak Bawah Usia Dua Tahun (Baduta) 

Data sasaran imunisasi lanjutan pada baduta sama dengan jumlah Surviving Infant 

(SI) tahun lalu.  

2) Anak usia Sekolah Dasar (SD)/sederajat 

Pada setiap awal tahun ajaran, petugas puskesmas meminta data jumlah anak 

sekolah SD/MI/sederajat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan kantor 

Jumlah bayi kecamatan tahun lalu 

Surviving Infant (SI) = Jumlah bayi lahir hidup – (AKB x Jumlah bayi 
lahir hidup) 

Jumlah bayi kab/kota tahun lalu 
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Kebutuhan = { 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒙 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓𝒊𝒂𝒏 𝒙 𝟏𝟎𝟎%

𝑰𝑷 𝑽𝒂𝒌𝒔𝒊𝒏
 } – sisa 

stok 

a.  

 

wilayah agama kabupaten/kota. Sedangkan untuk anak usia sekolah yang tidak 

bersekolah data dapat diperoleh dari dinas sosial kabupaten/kota atau dengan 

melakukan pendataan langsung oleh kader posyandu dan dasawisma di 

masyarakat.  

3) Wanita Usia Subur (WUS) 

WUS yang menjadi sasaran program imunisasi adalah semua wanita usia 15 s.d 39 

tahun, termasuk ibu hamil. Menghitung estimasi sasaran WUS dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus: 

 

 

2. Tahap 2: Perhitungan Kebutuhan Vaksin dan Logistik Imunisasi 

a. Perhitungan kebutuhan vaksin 

Dalam menghitung jumlah kebutuhan vaksin, harus diperhatikan beberapa hal, yaitu 

jumlah sasaran, jumlah pemberian, target cakupan 100% dan indeks pemakaian vaksin 

dengan memperhitungkan sisa vaksin (stok) sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

b. Perhitungan kebutuhan Auto Disable Syringe (ADS) 

ADS dihitung sejumlah dengan sasaran yang akan diberikan. Perhitungan dilakukan untuk 

masing-masing jenis ADS (0,5 ml; 0,05 ml dan 5 ml). 

c. Perhitungan kebutuhan Safety Box (SB) 

Safety Box dihitung dengan mempertimbangkan jumlah ADS.  

Safety box ukuran 2,5 ml : 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝐷𝑆 ÷ 50 

Safety box ukuran 5 ml : 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝐷𝑆 ÷ 100 

3. Tahap 3: Pembuatan Peta Wilayah Kerja Puskesmas 

Peta wilayah kerja puskesmas harus mencakup: 

● Lokasi dari setiap desa/kelurahan. 

● Lokasi-lokasi penting seperti posyandu, fasyankes, tempat ibadah, pasar, sekolah, dan 

tempat-tempat umum lainnya. 

● Perkiraan jarak dan waktu tempuh dari puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan dan 

posyandu ke setiap komunitas masyarakat 

● Lokasi-lokasi rentan/berisiko yaitu wilayah padat penduduk, wilayah kumuh, wilayah 

yang terdapat pekerja migran, kelompok marjinal dan pengungsi yang berdomisili, 

wilayah pedesaan dan sulit secara geografis, wilayah yang teridentifikasi adanya 

penolakan terhadap imunisasi, atau wilayah pemukiman baru. 

Jumlah WUS: 21,9 % x jumlah penduduk 

IP = Jumlah cakupan/Jumlah vaksin yang dipakai  
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Gambar 2. Contoh Peta Wilayah Kerja Puskesmas 

 

4. Tahap 4: Penentuan Wilayah Prioritas  

Dalam menentukan wilayah prioritas, perlu dilakukan perhitungan angka Left Out (LO) dan Drop 

Out (DO) terlebih dahulu. Pastikan data yang digunakan adalah data yang valid dan akurat.  

 

Left Out adalah anak tidak imunisasi (belum pernah diimunisasi sama sekali) yang usianya dalam 

sasaran program imunisasi (eligible). Angka LO menjadi indikator terhadap akses pelayanan 

imunisasi. Akses imunisasi adalah kesempatan atau kontak pertama dengan upaya sendiri untuk 

mendapatkan pelayanan imunisasi yang diukur dengan melihat cakupan jenis antigen pertama 

yang diperoleh anak. 

 

Drop Out adalah anak yang sudah mendapatkan kesempatan pertama imunisasi namun tidak 

menyelesaikan rangkaian dosis pemberian sesuai jadwal. Angka DO menjadi Indikator terhadap 

pemanfaatan imunisasi. Pemanfaatan imunisasi adalah kesempatan masyarakat menggunakan 

fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan imunisasi.  

 

 

*Dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan melakukan analisis (bulan berjalan) 

 

DO yang dapat digunakan adalah DO cakupan bayi maupun DO cakupan baduta. DO cakupan 

bayi di hitung dengan mencari selisih cakupan DPT-HB-Hib 1 dengan DPT-HB-Hib 3 atau selisih 
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cakupan DPT-HB-Hib 1 dengan Campak Rubella 1, sedangkan DO cakupan baduta  dihitung 

dengan selisih antara cakupan DPT-HB-Hib 3 dengan DPT-HB-Hib 4 atau selisih cakupan Campak 

Rubela 1 dengan cakupan Campak Rubela 2.  

 

 

* Dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan melakukan analisis (bulan berjalan) 

 

* Dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan melakukan analisis (bulan berjalan) 

 

   * DPT-HB-Hib 3 dihitung mulai dari Januari s/d bulan berjalan tahun lalu  

   * DPT-HB-Hib 4 dihitung mulai dari Januari s/d bulan berjalan tahun ini 

 

* Campak Rubela 1 dihitung mulai dari Januari s/d bulan berjalan tahun lalu 

* Campak Rubela 2 dihitung mulai dari Januari s/d bulan berjalan tahun ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar diperoleh angka DO yang dapat lebih menggambarkan situasi di 

lapangan, direkomendasikan untuk menggunakan DO cakupan baduta 
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Tabel 1. Analisa Data LO dan DO 

 DO < 5% DO > 5% 

LO <5 %  

Kategori 1 

Baik-Baik/BABA 

Akses             :  

Pemanfaatan:  

Kategori 2 

Baik-Buruk/BABU 

Akses             :  

Pemanfaatan:  

LO > 5%  

Kategori 3 

Buruk-Baik/BUBA 

Akses              : 

Pemanfaatan :  

Kategori 4  

Buruk-Buruk/BUBU 

Akses              :  

Pemanfaatan :  

* LO atau DO bernilai negatif termasuk ke dalam kategori buruk (BU). Lakukan pengecekan akurasi 

data dan telusuri permasalahannya. Misalnya ada anak yang datang pertama kali pada usia empat 

bulan, tetapi dicatat sebagai DPT-HB-Hib 3 (seharusnya DPT-HB-Hib 1) atau ada sasaran dari luar 

daerah.  

 

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat ditentukan kategori risiko masing-masing wilayah. Kategori risiko 

tersebut adalah sebagai berikut: 

● Risiko tinggi:  

o Angka LO dan DO lebih dari 5% (lima persen) 

o Angka LO atau DO lebih dari 5%, disertai kondisi pendukung yaitu padat penduduk, 

kumuh, terdapat pekerja migran, kelompok marjinal dan pengungsi yang berdomisili, 

pedesaan dan sulit secara geografis, teridentifikasi adanya penolakan terhadap 

imunisasi, atau pemukiman baru.  

● Risiko sedang: Angka LO atau DO lebih dari 5% tanpa disertai kondisi pendukung 

● Risiko rendah: Angka LO dan DO kurang dari 5% (lima persen) 

Dengan mengetahui risiko suatu wilayah kita dapat melakukan penentuan wilayah 

(desa/kelurahan) prioritas. Wilayah risiko tinggi menjadi prioritas pertama, dilanjutkan dengan 

wilayah risiko sedang kemudian rendah. Penentuan wilayah prioritas ini juga perlu 

mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. 

 

5. Tahap 5: Identifikasi Hambatan dan Solusi 

Lakukan identifikasi hambatan beserta solusi untuk mengatasi hambatan. Format tabel berikut 

ini dapat menjadi acuan petugas.  
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Tabel 2. Contoh Solusi Hambatan pada Akses dan/atau Pemanfaatan 

Masalah Akses (LO) dan solusi Masalah pemanfaatan (DO) dan solusi 

      Masalah:  
Lokasi pelayanan yang jauh 

 

     Solusi:  
  Penambahan jumlah posyandu 

  Pelaksanaan pelayanan imunisasi dengan 

strategi Sustainable Outreach Services (SOS) 

melalui kegiatan terpadu seperti dengan 

program gizi, KIA, pengobatan dsb. 

     Masalah: 
Kekurangan vaksin (stock-outs) 

 

     Solusi:  
   Pelatihan cara menghitung kebutuhan vaksin 

untuk tiap puskesmas termasuk perhitungan 

stok cadangan 25% dari total kebutuhan 

     Masalah: 
Waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan 

waktu ibu/pengasuh untuk datang ke 

tempat pelayanan 

 

     Solusi:  
Pengaturan kembali jadwal 

posyandu/pelayanan yang disesuaikan 

dengan ketersediaan waktu orang 

tua/pengasuh, misalnya masa panen maka 

jadual dapat disesuaikan, membuka sesi 

posyandu sore hari untuk menyesuaikan 

dengan jadual ibu bekerja 

     Masalah: 
Orang tua/pengasuh tidak tahu kapan harus 

kembali untuk mendapatkan pelayanan 

Imunisasi berikutnya 

 

     Solusi:  
  Selalu diberikan edukasi sebelum kegiatan 

vaksinasi termasuk kapan ibu harus kembali 

  Membekali orang tua dengan buku KIA atau 

media KIE  

     Masalah: 
Kekurangan petugas imunisasi 

 

     Solusi:  
   Advokasi untuk penambahan tenaga 

   Mengoptimalkan bidan atau perawat lain 

sebagai vaksinator 

 

     Masalah: 
Orang tua/pengasuh beranggapan bahwa 

satu kali pemberian imunisasi sudah cukup 

 

     Solusi:  
    Lakukan edukasi sebelum kegiatan imunisasi 

untuk memberitahukan manfaat Imunisasi 

lengkap, termasuk jadwal Imunisasi 

   Membekali ibu dengan media KIE tentang 

pentingnya Imunisasi lengkap  

     Masalah:  
Orang tua/pengasuh tidak paham program 

Imunisasi 

 

     Solusi:  
   Pemberian KIE kepada ibu-ibu sebelum 

kegiatan vaksinasi 

   Bekerja sama dengan kader posyandu dan 

dasawisma setempat untuk berkomunikasi 

dengan masyarakatnya 

     Masalah:  
Adanya hambatan Komunikasi  

 

     Solusi:  

Pelatihan teknik komunikasi yang baik  
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   Bekerja sama dengan tokoh masyarakat 

atau tokoh agama untuk penggerakan 

sasaran 

 

 
 
 

 

6. Tahap 6: Penyusunan Rencana Kegiatan 

Susun rencana kegiatan untuk seluruh desa/kelurahan di wilayah kerja puskesmas. Rencana 

kegiatan ini sekurang-kurangnya harus meliputi nama desa/kelurahan, nama/jenis kegiatan, 

sasaran kegiatan, jumlah vaksin dan logistik yang dibutuhkan, jumlah dana yang dibutuhkan, 

sumber dana, tim pelaksana atau penanggung jawab kegiatan, serta rencana waktu 

pelaksanaan. Rencana kegiatan disusun berdasarkan risiko wilayah. Rencana kegiatan dapat 

disusun bulanan, triwulan atau setiap 6 bulan. Rencana kegiatan juga sebaiknya disusun untuk 

kurun waktu tahunan dan 3 tahunan. 

 

 

 

 

 

 

Penentuan solusi dapat dilakukan melalui metode curah pendapat yang 
melibatkan Kepala Desa/Lurah, toma/toga, anggota masyarakat, kader, serta 

perangkat desa/kelurahan setempat 



13 
 

BAB 4 PELACAKAN BAYI DAN BADUTA BELUM / TIDAK LENGKAP STATUS IMUNISASINYA 
 

 

A. Konsep Pelacakan 

Pelacakan bayi dan baduta yang belum/tidak lengkap status imunisasinya dilaksanakan di 

puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, termasuk swasta, serta posyandu. Kegiatan ini 

dilakukan oleh pengelola program imunisasi, bidan desa/kelurahan, petugas pembina wilayah, 

dan petugas kesehatan lainnya dengan melibatkan perangkat desa/kelurahan, kader posyandu 

dan dasawisma, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat sasaran.   

 

Pastikan sasaran yang ada di wilayah puskesmas/posyandu sudah terdata semua dan tercatat 

dalam kohort bayi dan balita atau register imunisasi. Lakukan pelacakan minimal sekali dalam 

sebulan. Pelacakan sasaran belum/tidak lengkap mendapatkan pelayanan imunisasi diikuti 

dengan upaya intervensi.  

 

Dengan melakukan pelacakan anak yang belum atau tidak lengkap imunisasi maka kita 

meminimalkan terjadinya Missed opportunity (MO). Missed opportunity adalah hilangnya 

kesempatan seorang anak untuk memperoleh imunisasi sesuai jadwal.       

 

B. Pilihan Metode dan Instrumen yang Dapat Digunakan dalam Kegiatan Pelacakan 

1. SMS/WhatsApp Reminder 

a. Penggunaan metode SMS/WhatsApp untuk mengingatkan orang tua/ibu/pengasuh anak 

untuk membawa anaknya ke posyandu mendapatkan imunisasi.  

b. Langkah- langkah yang dilakukan sebagai berikut:  

o Catat nama orangtua anak/pengasuh lengkap dengan nomor  

HP/WA 

o Masukkan dalam daftar kontak HP petugas/kader posyandu/dasawisma 

o Berdasarkan buku kohort/register imunisasi, kader posyandu dan dasawisma 

mengingatkan orangtua anak/pengasuh yang akan mendapatkan imunisasi pada hari 

buka posyandu berikutnya melalui SMS/WA  

o Catat tanggal pelayanan imunisasi sesuai jenis antigen di kohort/register imunisasi dan 

buku KIA segera setelah pelayanan dan buatlah pengingat sesuai jadwal imunisasi 

berikutnya 

o Bayi atau baduta yang tidak datang dicatat di dalam format pelacakan  

 



14 
 

 

Tabel 4. Format Pelacakan 

 

 

2. My Village My Home (MVMH) 

a. My Village My Home (MVMH) berupa banner yang berisi nama sasaran/anak, tanggal 

lahir, jenis kelamin, nama orang tua, alamat, no. telepon/hp orang tua, tanggal 

pemberian imunisasi sesuai jenis antigen, dan kolom keterangan. 

b. Banner MVMH dipasang di posyandu, sementara untuk posyandu yang tidak permanen, 

banner MVMH disimpan oleh kader posyandu dan dipasang menjelang pelayanan. 

c. Banner MVMH dapat menggunakan nama lain menyesuaikan dengan bahasa daerah, 

seperti BAPER (Basmi Penyakit Menular PD3I di Perkampungan) di Puskesmas Teluk 

Naga Kab. Tangerang, DAKU (Desa Abdi Kadeudeuh Urang) di Puskesmas Majasari Kab. 

Pandeglang, dsb. 

d. Banner MVMH ini dimanfaatkan oleh petugas kesehatan, bidan desa, kader posyandu, 

orangtua dan masyarakat untuk memantau status imunisasi anak-anak di wilayah 

posyandu tersebut.  

e. Keuntungan memakai MVMH adalah petugas, kader, ibu, masyarakat, perangkat 

desa/kelurahan dapat membaca dan kemudian saling mengingatkan bila sasaran tidak 

datang pada jadwal yang telah ditentukan. 

f. Langkah-langkah penggunaan MVMH: 

o Siapkan banner MVMH dan kohort/register imunisasi posyandu  

o Pindahkan data sasaran bayi dan baduta yang ada di kohort/register imunisasi ke 

banner MVMH 

o Catat nama bayi, nama orang tua, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, no. 

telepon/hp pada kolom yang tersedia dari baris paling atas dilanjutkan baris di 
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bawahnya 

o Untuk kolom imunisasi catat tanggal pemberian imunisasi  

yang sudah diberikan pada kolom jenis antigen yang sesuai 

o Catat daftar anak yang akan diimunisasi pada hari pelayanan imunisasi 

o Daftar anak imunisasi diumumkan melalui WA/SMS/pengumuman mesjid, gereja, 

dan tempat ibadah/umum lainnya 

o Pada hari pelayanan catat pemberian imunisasi (tanggal dan bulan) pada kolom 

imunisasi sesuai jenis antigen/imunisasi yang diberikan pada MVMH  

o Kader posyandu dapat membantu menuliskan tanggal imunisasi anak pada banner 

MVMH. Orang tua juga dapat menuliskan tanggal anaknya mendapatkan imunisasi 

pada banner MVMH sehingga orang tua dapat turut aktif berpartisipasi dalam 

memantau status imunisasi 

o Jika sudah mendapatkan semua antigen pada masa bayi,  

beri tanda bintang (*) pada kolom IDL.  

o Jika sudah mendapatkan semua antigen pada masa baduta,  

beri tanda bintang (*) pada kolom keterangan 

o Bagi anak yang tidak datang sesuai jadwal maka petugas kesehatan bersama kader 

posyandu dan dasawisma mencari informasi dan melaksanakan pelacakan 

o Beri tanda huruf “P” bagi anak yang pindah domisili pada kolom keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Contoh Banner My Village My Home (MVMH) 
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3. Daftar Pelayanan  

b. Metode ini hampir sama dengan metode MVMH, perbedaannya adalah metode daftar 

pelayanan hanya digunakan oleh petugas dan tidak bisa dilihat semua orang. 

c. Langkah-langkah penggunaan Daftar Pelayanan: 

o Siapkan format daftar pelayanan imunisasi untuk posyandu setempat 

o Pindahkan data sasaran bayi dan baduta yang ada di kohort/register imunisasi yang 

akan mendapatkan pelayanan imunisasi di posyandu setempat ke daftar pelayanan 

imunisasi pada hari buka posyandu. 

o Catat nama bayi, tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua, alamat, nomor 

telepon di kolom yang tersedia  

o Untuk kolom imunisasi tuliskan tanggal imunisasi pada kolom jenis antigen yang 

sesuai  

o Daftar anak yang akan diimunisasi pada hari pelayanan imunisasi dapat 

diumumkan melalui WA/SMS/pengumuman mesjid, gereja, dan tempat 

ibadah/umum lainnya 

o Pada hari pelayanan catat tanggal imunisasi sesuai jenis antigen di buku 

kohort/register imunisasi dan buku KIA segera setelah pelayanan   

o Bayi atau baduta yang tidak datang dicatat di dalam format pelacakan  
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Tabel 5. Format Daftar Pelayanan
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4. Kotak Pengingat 

a. Kotak pengingat adalah kotak berisi kartu yang bertuliskan nama sasaran (bayi dan 

baduta) yang akan diimunisasi setiap bulan. Kotak pengingat disimpan di puskesmas, 

dibawa dan diperbaharui pada saat pelayanan posyandu.  

b. Langkah-langkah penggunaan kotak pengingat: 

o Buat kotak pengingat dengan memperkirakan isinya dapat menampung seri 

amplop/folder menurut 12 bulan dalam setahun  

o Siapkan 12 amplop/folder yang akan digunakan untuk menampung kartu 

pengingat, tuliskan/tempelkan nama bulan di bagian atas setiap amplop/folder 

supaya mudah terlihat 

o Buat kartu pengingat sejumlah sasaran imunisasi bayi dan baduta dengan 

mencantumkan antara lain: nama, tanggal lahir anak, nama orang tua, alamat, 

no.telepon/hp dan jadwal imunisasi per antigen  

o Siapkan buku kohort/register imunisasi untuk posyandu setempat 

o Catat nama, tanggal lahir anak, nama orang tua, alamat,  

no. telepon/hp, tanggal dan jenis antigen yang sudah diberikan, serta tanggal dan 

jenis antigen berikutnya  

o Letakkan kartu pengingat ke dalam amplop/folder sesuai bulan pelaksanaan jadwal 

imunisasi berikutnya  

o Pada hari pelayanan, kader posyandu mengambil amplop/folder yang telah berisi 

kartu pengingat sesuai bulan pelaksanaan posyandu 

o Catat tanggal pelayanan sesuai jenis antigen di kohort/register imunisasi dan buku 

KIA serta kartu pengingat segera setelah pelayanan  

o Letakkan kartu pengingat ke dalam amplop/folder bulanan sesuai dengan jadwal 

imunisasi berikutnya 

o Setelah pelayanan, kartu pengingat yang tidak diletakkan amplop/folder adalah 

anak yang tidak datang mendapatkan pelayanan imunisasi, selanjutnya dicatat di 

dalam format pelacakan   

o Letakkan kartu pengingat anak yang tidak datang pada bulan berikutnya 
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Gambar 4. Contoh Kotak dan Kartu Pengingat 

5. Kantong Imunisasi 

a. Kantong imunisasi adalah kantong yang terbuat dari kain atau kertas tebal yang berisi 

nama-nama sasaran. Cara mempergunakan kantong imunisasi pada prinsipnya sama 

dengan kotak pengingat, kelebihan kantong imunisasi lebih tahan lama, tidak 

mengambil tempat (digantung) dan lebih mudah terlihat. 

b. Langkah-langkah penggunaan kantong imunisasi:  

o Buat 12 kantong imunisasi pada selembar kain atau kertas tebal yang setiap kantong 

dapat menampung seri kartu menurut 12 bulan dalam setahun 

o Buat kartu pengingat sejumlah sasaran imunisasi bayi dan baduta dengan 

mencantumkan antara lain: nama, tanggal lahir anak, nama orang tua, alamat, no. 

telepon/hp, dan jadwal imunisasi per antigen 

o Siapkan buku kohort/register imunisasi untuk posyandu setempat 

o Catat nama, tanggal lahir anak, nama orang tua, alamat,  

no. telepon/hp, tanggal dan jenis antigen yang sudah diberikan, serta tanggal dan 

jenis antigen berikutnya 

o Letakkan kartu pengingat ke dalam kantong imunisasi sesuai bulan pelaksanaan 
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jadwal imunisasi berikutnya 

o Kader posyandu dan dasawisma mengingatkan orangtua anak yang akan 

mendapatkan imunisasi pada hari buka posyandu berikutnya  

o Pada hari pelayanan, kader posyandu mengambil kantong imunisasi yang telah berisi 

kartu pengingat sesuai bulan pelaksanaan posyandu 

o Catat tanggal pelayanan sesuai jenis antigen di kohort/register imunisasi dan buku 

KIA serta kartu pengingat segera setelah pelayanan  

o Letakkan kartu pengingat ke dalam kantong imunisasi bulanan sesuai dengan jadwal 

imunisasi berikutnya 

o Setelah pelayanan, kartu pengingat yang masih ada dalam kantong imunisasi adalah 

anak yang tidak datang mendapatkan pelayanan imunisasi, selanjutnya dicatat di 

dalam format pelacakan  

o Letakkan kartu pengingat anak yang tidak datang pada bulan berikutnya 

 

Gambar 5. Kantong Imunisasi 

6. Metode Sweeping 

a. Sweeping adalah upaya aktif (kunjungan rumah ke rumah) mencari bayi dan baduta 

yang belum mendapatkan imunisasi sama sekali atau tidak terdata dalam buku kohort 

atau register imunisasi di puskesmas/posyandu, termasuk bayi dan baduta yang 

mendapatkan pelayanan imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Kegiatan ini 

dilakukan minimal setiap 3 bulan. 

b. Sebelum pelaksanaan sweeping, lakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut: 

o Lakukan koordinasi dengan pimpinan daerah setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, 

Ketua RW dan RT), tokoh agama, tokoh masyarakat, kader posyandu dan dasawisma 

setempat dan pihak lain yang terkait. 

o Lakukan kunjungan rumah ke rumah bekerja sama dengan kader, untuk 
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mengidentifikasi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali atau 

tidak tercatat dalam buku kohort/register imunisasi.   

 

 

 

 

o Siapkan kohort bayi dan balita atau register imunisasi. Bawa serta buku KIA baru 

untuk diberikan kepada anak-anak yang belum memilikinya. 

▪ Untuk bayi/baduta yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali 

● Catat data anak ke dalam buku kohort atau register imunisasi 

● Berikan informasi mengenai jadwal pelayanan imunisasi di 

posyandu/fasilitas pelayanan kesehatan setempat 

▪ Untuk anak yang mendapatkan imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan swasta: 

● Catat data anak dan status imunisasinya (jenis dan tanggal imunisasi) ke 

dalam buku kohort atau register imunisasi. 

▪ Untuk bayi/baduta pindahan dari wilayah lain: 

● Catat data anak dan status imunisasinya (jenis dan tanggal imunisasi) ke 

dalam buku kohort atau register imunisasi. 

● Berikan informasi mengenai jadwal pelayanan imunisasi di 

posyandu/fasilitas pelayanan kesehatan setempat. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Untuk daerah terpencil dan sangat terpencil, kunjungan ini dapat dimanfaatkan 

untuk sekaligus melaksanakan pelayanan imunisasi. Vaksin dan logistik dibawa 

dan disimpan sesuai standar 
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BAB 5 KEGIATAN PEMBERIAN IMUNISASI KEJAR 
 

Imunisasi rutin harus dilaksanakan setiap bulan untuk memastikan agar setiap anak mendapatkan 

imunisasi sesuai jadwal. Apabila anak tidak mendapatkan imunisasi sesuai usia yang 

direkomendasikan (tabel 6) maka perlu dilakukan kegiatan imunisasi kejar.  

 

 

 

 

 

Tabel 6. Jadwal Imunisasi Rutin Nasional  

UMUR JENIS IMUNISASI 

<24 jam  Hepatitis B 

1 Bulan BCG, Polio Tetes 1 

2 Bulan  DPT-HB-Hib 1, Polio Tetes 2, PCV* 

3 Bulan  DPT-HB-Hib 2, Polio Tetes 3, PCV* 

4 Bulan DPT-HB-Hib 3, Polio Tetes 4, Polio Suntik (IPV) 

9 Bulan  Campak Rubela      

10 Bulan  JE** 

12 Bulan  PCV* 

18 Bulan  DPT-HB-Hib, Campak Rubela  

Kelas 1 SD / Madrasah / Sederajat  Campak Rubela, DT 

Kelas 2 SD / Madrasah / Sederajat  Td 

Kelas 5 SD / Madrasah / Sederajat  Td, HPV* 

Kelas 6 SD / Madrasah / Sederajat  HPV* 

 Ket: *dilaksanakan di wilayah terpilih, akan diperluas secara nasional 

        **dilaksanakan di wilayah endemis 

Bila anak usia 9-36 bulan belum mendapatkan imunisasi rutin lengkap maka lengkapi status 

imunisasi mereka dengan mengacu pada tabel 7 berikut ini. 

 

 

Imunisasi kejar merupakan kegiatan memberikan imunisasi kepada bayi dan baduta yang  

belum menerima dosis vaksin sesuai usia yang ditentukan pada jadwal imunisasi nasional. 

Imunisasi kejar dapat diberikan pada anak sampai usia 36 bulan. 
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Tabel 7.  Aturan Pemberian Imunisasi bagi Anak Usia 9-36 Bulan yang Terlambat 

Mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan 

Jenis Imunisasi Total Jumlah 
Dosis yang Harus 

Diberikan 

Keterangan 

BCG 1 dosis paling lambat usia 11 bulan (< 1 tahun) 

OPV 4 dosis Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu  

IPV  1 dosis Diberikan segera ketika bayi/baduta datang ke 
tempat pelayanan 

DPT-HB-Hib 

 

 4 dosis (3 dosis 
imunisasi dasar 

dan 1 dosis 
imunisasi 
lanjutan) 

 

Anak usia 9 - 12 bulan: 
● Interval minimal dosis pertama dan kedua 

adalah 4 minggu (1 bulan),  
● interval minimal dosis kedua dan ketiga adalah 

4 minggu (1 bulan);  
● interval minimal dosis ketiga dan keempat 

adalah 12 bulan  

Anak usia >12 bulan - 36 bulan: 
● Interval minimal dosis pertama dan kedua 

adalah 4 minggu (1 bulan),  
● interval minimal dosis kedua dan ketiga adalah 

6 bulan);  
● interval minimal dosis ketiga dan keempat 

adalah 12 bulan  

Campak Rubela 2 dosis (1 dosis 
imunisasi dasar 

dan 1 dosis 
imunisasi 
lanjutan) 

Interval minimal antara dosis pertama dan kedua 
adalah 6 bulan 

PCV 2  dosis Interval minimal antar dosis adalah 8 minggu 

JE 1  dosis Diberikan pada  sasaran yang tinggal  di daerah 
endemis, apabila anak usia >10 bulan belum 
mendapatkan 1 dosis maka diberikan segera ketika 
bayi/baduta datang ke tempat pelayanan 

 

A. Drop-Out Follow Up (DOFU) 

 

Drop-Out Follow Up (DOFU) merupakan kegiatan lanjutan yang harus dilakukan apabila masih 

ada bayi/baduta yang belum mendapatkan imunisasi sesuai jadwal, sebagai tindak lanjut dari 

upaya pelacakan. DOFU dapat dilakukan secara periodik (bulanan, triwulanan, dan tahunan). 

Langkah-langkah untuk melakukan DOFU sebagai berikut: 
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1. Lihat format pelacakan (tabel 4). Sampaikan kepada kader posyandu dan dasawisma 

setempat atau petugas/bidan desa untuk menghubungi/mengunjungi  orang tua bayi, 

baduta, balita dan anak usia sekolah yang belum mendapatkan imunisasi sesuai jadwal ke 

puskesmas/posyandu atau fasyankes lainnya 

2. Petugas/kader posyandu dan dasawisma memotivasi orang tua bayi, baduta, balita dan anak 

usia sekolah yang tidak datang imunisasi 

a. Jika petugas/kader posyandu dan dasawisma dapat berkomunikasi/bertemu dengan 

orang tua anak: 

o Tanyakan alasan tidak datang imunisasi 

o Lakukan edukasi tentang bahaya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan  

manfaat/pentingnya imunisasi dengan menggunakan buku KIA atau alat peraga lain 

jika tersedia 

o sehingga orang tua bersedia datang ke puskesmas/posyandu/fasyankes untuk 

melengkapi imunisasi anaknya 

b. Jika petugas/kader posyandu dan dasawisma tidak dapat bertemu dengan orang tua 

anak: 

o Tanyakan ke tetangga terdekat atau ketua RT/lingkungan keberadaan orang tua 

o Sampaikan kepada tetangga terdekat atau ketua RT/lingkungan tentang bahaya 

penyakit yang dapat dicegah imunisasi. 

o Sampaikan bahwa bayi/baduta/balita/anak usia sekolah tersebut imunisasinya 

belum lengkap sehingga berisiko tertular penyakit tersebut  

o Untuk itu imunisasi harus dilengkapi di posyandu atau puskesmas terdekat 

o Jika memungkinkan, catat nomor telepon orang tua bayi/baduta, hubungi melalui 

SMS atau WA untuk mengingatkan jadwal imunisasi anak 

o Catat alasan tidak bertemu 

3. Pada saat pelayanan imunisasi, berikan imunisasi pada bayi/baduta yang sehat untuk 

melengkapi status imunisasi anak sesuai jadwal imunisasi.  

a. Bagi bayi/baduta yang terlambat mendapatkan imunisasi sesuai jadwal, maka lengkapi 

status imunisasinya dengan ketentuan pada tabel 7. 

b. Apabila imunisasi ditunda (bukan kontra indikasi absolut, contoh: demam, batuk dan 

pilek) maka diberikan kartu pengingat untuk mendapatkan imunisasi paling lambat pada  

jadwal layanan bulan berikutnya di posyandu, puskesmas maupun fasilitas pelayanan 

kesehatan manapun 

c. Hasil layanan imunisasi harus dicatatkan kembali dalam buku kohort/register imunisasi 
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d. Petugas/ kader posyandu dan dasawisma memeriksa ulang jika masih ada anak yang tidak 

datang mendapatkan pelayanan imunisasi  

e. Lakukan hal -  hal di atas untuk semua posyandu dan ulangi setiap bulan  

B. Backlog Fighting (BLF) 

 

Kegiatan Backlog Fighting atau BLF merupakan kegiatan melengkapi status imunisasi anak yang 

berusia kurang dari 3 (tiga) tahun yang belum mendapatkan imunisasi dasar maupun lanjutan. 

Kegiatan ini diprioritaskan untuk dilaksanakan di desa/kelurahan yang selama dua tahun 

berturut-turut tidak mencapai UCI.  

a. Persiapan 

1) Lakukan analisis situasi, Puskesmas bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 

untuk menentukan desa/kelurahan yang akan dilaksanakan BLF. 

2) Lakukan koordinasi dengan pimpinan daerah setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, 

Ketua RW dan RT), tokoh agama, tokoh masyarakat, kader posyandu dan dasawisma 

setempat dan pihak lain yang terkait. 

3) Lakukan identifikasi sasaran dengan metode yaitu: 

● Identifikasi sasaran dengan memanfaatkan buku kohort/register imunisasi. Lihat data 

buku kohort/register imunisasi mulai dari 2 tahun sebelumnya. Cari anak usia kurang 

dari 3 tahun yang tidak / belum lengkap mendapatkan imunisasi dasar maupun 

lanjutan.  

● Identifikasi sasaran dengan melakukan pendataan langsung (kunjungan rumah ke 

rumah), bekerja sama dengan kader, untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak 

tercatat dalam buku kohort/register imunisasi.  

4) Catat nama anak, usia, tempat tinggal, status imunisasi terakhir dan jenis imunisasi apa 

saja yang belum didapatkan menggunakan Format Pelacakan (tabel 4).  

● Bila seorang anak tidak ada bukti status imunisasinya dan tidak tercatat di buku kohort 

atau register imunisasi puskesmas, anak tersebut dianggap tidak pernah mendapat 

imunisasi. Apabila anak tidak memiliki buku KIA atau catatan imunisasi lainnya, maka 

Puskesmas perlu memberikan buku KIA yang baru dan dimasukkan sebagai sasaran 

BLF.  

5) Hitung kebutuhan vaksin, dan logistik untuk pelayanan imunisasi BLF dan susun jadwal 

distribusinya.  

6) Hitung kebutuhan tenaga pelaksana dan susun jadwal pelaksanaan pelayanan imunisasi 

BLF untuk tiap desa/kelurahan. 
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7) Susun strategi pelayanan imunisasi khususnya untuk daerah yang berisiko tinggi atau 

daerah sulit. 

8) Hitung anggaran pelaksanaan kegiatan dan identifikasi sumber pembiayaan yang dapat 

digunakan. 

 

 

b. Pelaksanaan 

1) BLF dilaksanakan dengan membuka layanan imunisasi di Puskesmas, Posyandu (di luar 

jadwal rutin Posyandu), atau dilakukan di satu tempat tertentu, diutamakan adalah lokasi 

pusat desa/kelurahan, dekat dengan tempat tinggal masyarakat. 

*untuk anak usia <12 bulan 

2) Pemberian imunisasi pada anak yang terlambat mendapatkan imunisasi (tidak sesuai 

jadwal) mengikuti aturan pada tabel 7. 

3) BLF dapat dilaksanakan dalam beberapa kali pelayanan imunisasi sampai seluruh sasaran 

dapat memperoleh imunisasi lengkap dan dengan memperhatikan interval minimum 

pemberian.  

4) Catat hasil pelayanan BLF dengan format tabel 9. 

5) Setelah dilakukan pemberian imunisasi, tunggu sekitar 30 menit untuk memantau reaksi 

paska imunisasi (KIPI). 

 

      

 

 

 

Gunakan Format Mikroplaning pada Tabel 8 

Jenis Imunisasi Prioritas yang Diberikan pada saat BLF: 

BCG*, IPV, OPV, DPT-HB-Hib (Pentavalent), Campak Rubela, PCV, dan JE 

Pelaksanaan BLF hanya memperhitungkan status imunisasi rutin tanpa 

memperhitungkan status imunisasi tambahan (Kampanye, ORI) 



27 
 

Tabel 8. Format Mikroplaning BLF 
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Tabel 9. Format Pencatatan Hasil Layanan BLF 
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BAB 6 KEGIATAN PEMBERIAN IMUNISASI TAMBAHAN CRASH PROGRAM 
 

Dalam situasi dimana trend cakupan imunisasi rendah sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir 

berturut-turut dan terdapat faktor lain yang dapat meningkatkan risiko suatu wilayah terjangkit KLB 

PD3I, maka harus dilakukan Crash Program. 

Kegiatan Crash Program merupakan kegiatan pemberian imunisasi tambahan pada sasaran 

tanpa memandang status imunisasi sebelumnya yang dilaksanakan pada wilayah yang memerlukan 

intervensi secara cepat untuk mencegah terjadinya KLB.  

Crash Program dilakukan minimal pada tingkat Puskesmas. Luas wilayah dan kelompok usia 

sasaran ditentukan berdasarkan kajian epidemiologi. Kriteria pemilihan daerah yang akan dilakukan 

crash program adalah: 

1) Peningkatan kasus dan kejadian KLB PD3I tinggi ; 

2) Desa/kelurahan selama tiga tahun berturut-turut tidak mencapai UCI; dan 

3) Infrastruktur (tenaga, sarana, dana) kurang;  

Pelaksanaan crash program juga mempertimbangkan performa surveilans PD3Iyaitu pada 

daerah dengan performa surveilans PD3I yang rendah, berisiko tidak ditemukan dan dilaporkan kasus 

PD3I. 

 

a. Persiapan 

1) Lakukan analisis situasi, Puskesmas bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

untuk menentukan jenis imunisasi yang akan diberikan, kelompok usia sasaran, dan luas 

wilayah yang akan dilaksanakan Crash Program.      

2) Melakukan identifikasi sasaran dengan:  

● Memanfaatkan buku kohort/register imunisasi, atau catatan kependudukan di 

institusi resmi setempat. Catat anak yang masuk ke dalam kriteria sasaran crash 

program.  

● Melakukan pendataan langsung (kunjungan rumah ke rumah), bekerja sama dengan 

kader, untuk mengidentifikasi anak-anak yang masuk ke dalam kriteria sasaran crash 

program. Pendataan langsung dilakukan sebagai upaya validasi, mengantisipasi bila 

ada anak di wilayah kerja yang tidak tercatat dalam buku kohort/register imunisasi 

atau catatan kependudukan, misalnya pendatang. 

3) Hitung kebutuhan vaksin, dan logistik untuk pelayanan imunisasi Crash Program dan 

susun jadwal distribusinya.  

4) Hitung kebutuhan tenaga pelaksana dan susun jadwal pelaksanaan pelayanan imunisasi 

crash program untuk tiap desa/kelurahan. 
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5) Susun strategi pelayanan imunisasi khususnya untuk daerah yang berisiko tinggi atau 

daerah sulit. 

6) Hitung biaya pelaksanaan kegiatan dan identifikasi sumber pembiayaan yang dapat 

digunakan. 

7) Lakukan koordinasi dengan pimpinan daerah setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Ketua 

RW dan RT), tokoh agama, tokoh masyarakat, kader posyandu dan dasawisma setempat 

dan pihak lain yang terkait. 

 

 

 

b. Pelaksanaan 

1) Crash Program dilaksanakan dengan membuka layanan imunisasi di Posyandu (di luar 

jadwal rutin Posyandu), Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Dokter Praktik, Tempat Praktek 

Mandiri Bidan (TPMB), Praktik Mandiri Perawat, pos imunisasi lainnya di lokasi pusat 

desa/kelurahan yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat, maupun sarana 

pendidikan (misalnya sarana PAUD, TK, dll).  

 

 

2) Setelah dilakukan pemberian imunisasi, tunggu sekitar 30 menit untuk memantau reaksi 

paska imunisasi (KIPI).  

3) Dalam pelaksanaan crash program, target yang harus dicapai yaitu 95% sasaran 

mendapatkan imunisasi. 

4) Catat hasil pelayanan Crash Program dengan format Tabel 11. 

 

 

Gunakan Format Mikroplaning pada Tabel 10  

Crash program dapat dilakukan untuk satu atau lebih jenis Imunisasi, 

misalnya campak-rubela terpadu dengan OPV.  

 

Pemberian beberapa jenis imunisasi pada waktu yang bersamaan, baik suntik 

maupun tetes, aman dan efektif 
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Tabel 10. Format Mikroplaning Crash Program 
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Tabel 11. Format Pencatatan Hasil Layanan Crash Program 
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BAB 7 PENCATATAN DAN PELAPORAN 
 

 

Pencatatan dan pelaporan dalam penyelenggaraan program imunisasi sangat penting dilakukan di 

semua tingkat administrasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan, 

pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi. Hasil pencatatan yang dilakukan oleh setiap unit yang 

melakukan kegiatan imunisasi, mulai dari posyandu, puskesmas, puskesmas pembantu, bidan praktik, 

dokter praktik, rumah sakit, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik pemerintah maupun 

swasta, dilaporkan secara berjenjang sesuai waktu yang telah ditetapkan. 

A. Jenis-Jenis Laporan Imunisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017, ada lima komponen yang 

harus dicatat dan dilaporkan dalam pelaksanaan imunisasi, yaitu: 

a) Cakupan imunisasi 

b) Logistik imunisasi (vaksin, auto disable syringe (ADS) dan safety box) 

c) Monitoring suhu 

d) Peralatan cold chain, serta 

e) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) 

Setiap jenis laporan harus memenuhi standar sebagai berikut:       

Lengkap 
Semua variabel telah lengkap terisi (tidak ada yang kosong) dan semua 
tempat pelayanan telah mengirimkan laporan. 

Tepat 
waktu 

Laporan dari puskesmas diserahkan ke kabupaten/kota paling lambat 
tanggal 5 pada bulan berikutnya. 

Akurat 
Data yang dilaporkan sesuai dengan hasil cakupan imunisasi berdasarkan 
pencatatan di tempat pelayanan. 

 

B. Instrumen Pencatatan dan Pelaporan dalam Pelaksanaan Program Imunisasi 

 

Setiap komponen pelaksanaan imunisasi harus dicatat dan dilaporkan menggunakan format 

instrumen yang tersedia. Penggunaan instrumen tersebut sebagai standarisasi atau 

penyeragaman format pencatatan dan pelaporan pelaksanaan imunisasi dari semua tingkatan 

sehingga memudahkan petugas kesehatan di lapangan pada saat melakukan kegiatan pencatatan 

dan pelaporan, kompilasi, dan analisa karena jenis data yang tersedia seragam.  
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Adapun instrumen yang digunakan dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pencatatan dan Pelaporan Cakupan Imunisasi 

Instrumen untuk pencatatan hasil pelayanan imunisasi atau cakupan imunisasi adalah 

register kohort bayi/balita dan anak pra-sekolah/ibu, buku kesehatan ibu dan anak, buku 

rapor kesehatanku, register bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) dan rekam medis 

a) Pencatatan Cakupan Imunisasi 

Pencatatan cakupan imunisasi berdasarkan hasil kegiatan pelayanan imunisasi yang 

dilakukan oleh semua fasilitas kesehatan yaitu posyandu, puskesmas, puskesmas 

pembantu, klinik, rumah sakit, praktik bidan, praktik dokter dan seluruh fasilitas 

pelayanan kesehatan lainnya, baik pemerintah maupun swasta, yang 

menyelenggarakan pelayanan imunisasi dibawah koordinasi atau pengawasan 

Puskesmas.  

Pencatatan cakupan imunisasi terdiri dari: 

1) Pencatatan cakupan imunisasi pada bayi dan baduta 

Pencatatan cakupan imunisasi pada bayi dan baduta didapatkan dari hasil kegiatan 

pelayanan imunisasi dasar dan lanjutan baduta. Pencatatan di Puskesmas dilakukan 

menggunakan buku KIA dan register kohort bayi atau register kohort balita dan anak 

pra-sekolah (Tabel 12 dan 13), dan harus dilakukan segera pada saat pelayanan, 

tidak ditunda dan diisi secara lengkap sesuai kolom pencatatan hasil pelayanan 

imunisasi yang tersedia. Pencatatan untuk ibu dan bayi dilakukan di buku KIA 

meliputi jenis vaksin yang diterima dan tanggal pemberiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 6. Halaman Depan Buku KIA    
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      Gambar 7. Pencatatan Pelayanan Imunisasi pada Buku KIA  

Untuk hasil kegiatan pelayanan imunisasi di praktik bidan, praktik dokter, klinik, 

rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, data hasil pelayanan diisi 

secara lengkap sesuai format (Tabel 14) dan disampaikan ke puskesmas yang ada di 

wilayah kerjanya untuk dimasukan ke dalam register kohort bayi atau kohort balita 

dan anak pra-sekolah oleh puskesmas. 

Pengisian data pada setiap kolom register kohort bayi atau kohort balita dan anak 

pra-sekolah harus terisi lengkap identitas anak, orang tua dan alamat. Pada bagian 

imunisasi diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pemberian imunisasi untuk setiap 

jenis antigen, serta kolom pencatatan untuk status imunisasi dasar lengkap. 

2) Pencatatan cakupan imunisasi hasil pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah 

(BIAS) 

Pada pelaksanaan BIAS, petugas mencatat hasil pelayanan BIAS pada rapor 

kesehatanku dan register BIAS secara lengkap, meliputi identitas anak, orang tua, 

dan tanggal imunisasi per jenis antigen (Tabel 15). Pencatatan hasil pelaksanaan BIAS 

dilakukan segera pada saat pelayanan BIAS, dan satu rangkap format pencatatan 

hasil pelayanan BIAS diberikan kepada sekolah sebagai arsip. 
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     Gambar 8. Buku Rapor Kesehatanku dan Pencatatan Imunisasi  

3) Pencatatan cakupan imunisasi pada Wanita Usia Subur (WUS) 

Pencatatan cakupan imunisasi pada WUS didapatkan dari hasil pelayanan imunisasi 

Td pada WUS, baik WUS tidak hamil maupun WUS hamil, dan dilakukan segera saat 

pelayanan menggunakan kartu imunisasi pada saat penapisan pra-nikah atau buku 

KIA serta register kohort ibu (Tabel 17) atau register imunisasi WUS (Tabel 18). 

Pencatatan harus dilakukan secara lengkap sesuai variabel dalam kolom termasuk 

status T (Tetanus) dari WUS berdasarkan hasil penapisan. Pada pengisian kohort ibu, 

tuliskan tanggal, bulan dan tahun pemberian imunisasi Td dan keterangan (diisi 

catatan ibu yang pindah atau meninggal), sementara pada register imunisasi WUS 

tuliskan tanggal, bulan dan tahun pemberian imunisasi Td berikutnya. 

Sebelum memberikan imunisasi Td pada WUS, petugas harus melakukan      

penapisan status imunisasi tetanus terlebih dahulu, dengan menanyakan riwayat 

imunisasi sebelumnya, dan harus menunjukkan bukti pencatatan hasil pelayanan 

imunisasinya (contoh: Buku KIA, Buku Rapor KesehatanKu dan bukti pencatatan 

status imunisasi lainnya) untuk dapat dilakukan perhitungan status T nya.  

     WUS dikatakan sudah memiliki status T5 apabila telah menerima 5 dosis imunisasi 

yang mengandung Tetanus (TTCV / Tetanus Toxoid Containing Vaccine) dengan 

minimal interval antara dosis sesuai dengan yang telah ditentukan. Tambahan 
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imunisasi Td pada saat menjadi calon pengantin juga dapat diperhitungkan dalam 

status T WUS tersebut. 

Apabila sasaran WUS tidak dapat menunjukkan bukti riwayat imunisasi tetanus, 

maka WUS tersebut harus segera melengkapi imunisasi tetanus untuk dapat 

mencapai status T5 dengan interval pemberian imunisasi sebagaimana terdapat 

pada tabel berikut. 

Cara perhitungan status T dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 11. Penghitungan Status T dan Masa Perlindungan 

Status T 
Jarak Minimal antar imunisasi dengan vaksin 

yang mengandung antigen  tetanus 
Masa 

Perlindungan 

T1 - 0 tahun 

T2 4 minggu setelah T1  3 tahun 

T3 6 bulan setelah T2  5 tahun 

T4 1 tahun setelah T3  10 tahun 

T5  1 tahun setelah T4  >25 tahun 

.  

4) Pencatatan cakupan imunisasi tambahan 

Pencatatan cakupan imunisasi tambahan, seperti pelaksanaan outbreak response 

immunization (ORI), Pekan Imunisasi Nasional (PIN), Kampanye, dsb, dilakukan 

sesuai dengan hasil kegiatan dan terpisah dari pencatatan imunisasi rutin. 

Pencatatan cakupan imunisasi tambahan menggunakan format atau instrumen 

khusus yang disusun sesuai kebutuhan. Jika pelaksanaan imunisasi tambahan 

diberikan pada anak usia di bawah 5 tahun, maka hasil pelayanan imunisasi 

tambahan juga dicatat pada buku KIA. 

5) Pencatatan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan yang melewati batas usia 

maksimal pelaporan 

Pencatatan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan yang pemberiannya melewati 

batas usia maksimal pelaporan tetap dicatat di buku KIA dan register kohort bayi 

atau kohort balita dan anak pra-sekolah dengan memberikan tanda bintang (*) atau 

keterangan lain yang menandakan imunisasi diberikan melewati batas usia 

maksimal yang ditetapkan. Sebagai contoh : apabila seorang anak usia 13 bulan baru 

mendapat imunisasi Campak Rubela dosis 1 nya, maka setelah menuliskan tanggal, 

bulan dan tahun pemberian, diberikan tanda bintang (*). Format rekapitulasi sesuai 

dapat dilihat pada Tabel 19. 
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b) Pelaporan Cakupan Imunisasi 

Pelaporan cakupan imunisasi dilakukan secara berjenjang mulai dari Puskesmas ke 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Dinas 

Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi ke Kementerian Kesehatan c.q Subdit 

Imunisasi.  

Laporan cakupan imunisasi didapat dari rekapitulasi hasil pelayanan imunisasi yang 

terdapat dalam register kohort bayi, register kohort balita dan anak pra-sekolah, 

register kohort ibu, register imunisasi WUS dan register BIAS dari hasil pelayanan 

imunisasi di posyandu, puskesmas, puskesmas pembantu dan fasilitas pelayanan 

kesehatan lainnya baik pemerintah maupun swasta. Hasil rekapitulasi dilaporkan 

sebagai cakupan imunisasi di wilayah kerja Puskemas tersebut. 

Puskesmas melakukan rekapitulasi cakupan imunisasi dasar pada bayi, imunisasi 

lanjutan pada baduta dan WUS menggunakan instrumen PWS Puskesmas maksimal 

pada tanggal 3, bulan berikutnya, untuk kemudian, hasil rekapitulasi dilaporkan ke 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebelum tanggal 5 bulan berikutnya. Sedangkan 

untuk rekapitulasi cakupan BIAS, Puskesmas menggunakan format rekapitulasi BIAS 

(Tabel 16) dan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap selesai 

pelaksanaan BIAS.  

Pelaporan cakupan imunisasi tambahan disesuaikan dengan kebutuhan pada saat 

pelaksanaan imunisasi tambahan dan diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan 

imunisasi tambahan tersebut.  

Laporan dari Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya akan direkapitulasi 

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. 

Alur pelaporan cakupan imunisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 9. Alur Pelaporan Cakupan Imunisasi 

2. Pencatatan dan Pelaporan Logistik Imunisasi (vaksin, ADS dan safety box)  
 
Instrumen dalam pencatatan logistik imunisasi (vaksin, ADS dan safety box) menggunakan 

aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik  (SMILE). Sebagai backup 

diperlukan dokumen pencatatan logistik imunisasi yaitu kartu stok vaksin, ADS, safety box, 

dokumen Vaccine Arrival Report (VAR) dan dokumen Surat Bukti Barang Keluar (SBBK).  

a) Pencatatan Vaksin dan Pelarut 

Pencatatan vaksin dan pelarut harus dilakukan oleh puskesmas dan semua fasilitas 

kesehatan penyelenggara pelayanan imunisasi pada setiap kegiatan penerimaan dan 

pengeluaran dengan menggunakan aplikasi SMILE.  

Sebagai back-up, pencatatan dalam buku atau kartu stok (Tabel 20), harus      mencakup 

jenis, jumlah, nomor batch, tanggal kadaluarsa, serta status VVM pada saat vaksin 

diterima atau dikeluarkan. Sisa atau stok vaksin dan pelarut harus selalu dihitung pada 

setiap kali penerimaan atau pengeluaran vaksin dan pelarut.       

Pencatatan vaksin dan pelarut menggunakan buku stok yang berbeda untuk setiap jenis 

vaksin dan pelarut. Apabila pencatatan menggunakan kartu stok, pencatatan setiap 

jenis vaksin dan pelarut dilakukan per nomor batch sehingga setiap satu nomor batch 

dari satu jenis vaksin dan pelarut dicatat dalam satu kartu stok vaksin. Sebagai contoh 

jika vaksin BCG yang tersedia terdiri dari 3 nomor batch maka jumlah kartu stok yang 

digunakan untuk mencatat stok dan pemakaian vaksin BCG adalah 3 kartu stok.   

 

Setiap tanggal 5 

Setiap tanggal 10 

Setiap tanggal 15 

Alur Pelaporan 

Umpan Balik 

DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
c.q DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 

DINAS KESEHATAN PROVINSI 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA 

PUSKESMAS 

KOHORT (BAYI, ANAK, IBU) 

FASYANKES (RUMAH SAKIT, 

PRAKTEK SWASTA, DLL) 
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Pada saat melakukan penerimaan dan pengeluaran vaksin dan pelarut juga harus 

dilengkapi dengan dokumen VAR dan SBBK sebagai kelengkapan administrasi. Dokumen 

VAR diisi secara lengkap pada saat melakukan penerimaan vaksin dan pelarut meliputi 

jenis vaksin, kemasan, jumlah, nomor batch, tanggal kadaluarsa, kondisi freeze tag dan 

VVM pada saat dikirim dan diterima. 

 

Gambar 10. Vaccine Arrival Report atau VAR 

Dokumen SBBK diisi secara lengkap pada saat Puskesmas melakukan pengeluaran 

vaksin dan pelarut untuk diberikan kepada bidan praktik, dokter praktik, klinik atau 

fasilitas pelayanan kesehatan lain, meliputi jenis vaksin, kemasan, jumlah, nomor batch, 

tanggal kadaluarsa, kondisi freeze tag dan VVM pada saat dikirim dan diterima. 

 

     Gambar 11. Contoh Surat Bukti Barang Keluar 
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b) Pencatatan ADS dan Safety Box 

Pencatatan stok ADS dan safety box dilakukan secara online menggunakan aplikasi 

SMILE. Sebagai backup pencatatan online  dilakukan pencatatan baik penerimaan 

maupun pengeluaran pada buku atau kartu stok yang berbeda berdasarkan jenis ADS 

dan safety box. Pencatatan ADS dan safety box menggunakan buku stok atau kartu stok 

sesuai dengan jenis/ukuran yang tersedia.  

Pada saat melakukan penerimaan dan pengeluaran ADS dan safety box, juga harus 

dilengkapi dengan dokumen VAR dan SBBK sebagai kelengkapan administrasi. Dokumen 

VAR digunakan untuk melakukan pencatatan saat penerimaan ADS dan safety box, 

sementara dokumen SBBK digunakan untuk melakukan pencatatan saat pengeluaran 

ADS dan safety box. 

c) Pelaporan Logistik Imunisasi (Vaksin, Pelarut, ADS dan Safety Box) 

Puskesmas harus melaporkan stok dan pemakaian logistik imunisasi (vaksin, pelarut, 

ADS dan safety box) secara online menggunakan aplikasi SMILE. Format rekapitulasi 

laporan logistik imunisasi dalam aplikasi SMILE harus diisi secara lengkap (termasuk 

total cakupan imunisasi dan perhitungan Indeks Pemakaian (IP). Apabila belum 

memungkinkan untuk melakukan pelaporan melalui SMILE maka dapat dilakukan 

secara manual menggunakan Tabel 21. 

 

3. Pencatatan dan Pelaporan Monitoring Suhu 

Instrumen pencatatan hasil monitoring suhu adalah grafik garis yang dihasilkan dari 

pencatatan suhu yang dicatat secara berkala dua kali sehari (pagi dan sore), termasuk hari 

libur dan sabtu-minggu, dengan ketentuan satu tempat penyimpanan vaksin memiliki satu 

grafik pencatatan suhu. 

Puskesmas dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan imunisasi 

harus melakukan monitoring suhu pada setiap alat penyimpan vaksin (vaccine refrigerator) 

untuk memastikan vaksin disimpan pada suhu yang sesuai, yakni 2-8 0C. Monitoring suhu 

dilakukan dua kali setiap harinya pagi dan sore hari, termasuk pada hari libur.       

Pencatatan hasil monitoring suhu dibuat dalam bentuk grafik monitoring suhu (Tabel 22) 

untuk setiap unit alat penyimpan vaksin. Grafik monitoring suhu ini dibuat untuk mencatat 

hasil pemantauan suhu harian selama satu bulan dan dilengkapi dengan catatan atau 

keterangan kejadian penting (penggantian suku cadang, defrosting, pemeliharaan dan 

pembersihan serta kegiatan lainnya yang bisa menimbulkan suhu berada di luar yang 
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seharusnya). Pada setiap akhir bulan, petugas yang bertanggung jawab melakukan 

monitoring suhu di Puskesmas dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan imunisasi, harus melaporkan hasilnya      kepada      pimpinan masing-

masing.  Pimpinan melakukan evaluasi terhadap laporan monitoring suhu yang disampaikan 

oleh petugas pengelola cold chain untuk selanjutnya menandatangani sebagai bentuk 

persetujuan atas laporan monitoring suhu tersebut. 

 

4. Pencatatan dan Pelaporan Peralatan Cold Chain 

Instrumen inventarisasi peralatan cold chain adalah matriks inventarisasi peralatan cold 

chain berbasis excel. 

Pencatatan peralatan cold chain bertujuan untuk mendapatkan data inventarisasi 

ketersediaan dan kondisi peralatan cold chain  yang dilakukan dengan menggunakan format 

inventarisasi peralatan cold chain (Tabel 23). Hasil inventarisasi dapat menggambarkan 

ketersediaan dan kondisi cold chain, serta menjadi dasar dalam      perhitungan kapasitas 

rantai dingin vaksin baik di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan 

Provinsi dan Pusat. Selain itu, hasil inventarisasi juga dapat digunakan sebagai data dukung 

pada saat akan melakukan penambahan kapasitas, perbaikan, atau peremajaan peralatan 

cold chain apabila diperlukan. Pengisian format inventarisasi peralatan cold chain harus 

dilakukan secara lengkap setiap kolomnya sesuai variabel data yang tersedia.. Inventarisasi 

peralatan cold chain dilaporkan secara berjenjang setiap satu tahun sekali (akhir tahun) 

melalui aplikasi yang tersedia.            

5. Pencatatan dan Pelaporan KIPI 

Instrumen pencatatan KIPI adalah format pencatatan untuk KIPI non serius dan KIPI serius. 

Pelaporan KIPI dapat dilakukan secara offline dan online (melalui website 

www.keamananvaksin.kemkes.go. id). 

Seiring dengan cakupan imunisasi yang tinggi maka penggunaan vaksin juga meningkat dan 

sebagai akibatnya kejadian berupa reaksi simpang yang berhubungan dengan imunisasi juga 

berpotensi meningkat. Untuk mengetahui keterkaitan antara imunisasi dengan KIPI 

diperlukan pencatatan dan pelaporan semua reaksi simpang yang timbul setelah pemberian 

imunisasi yang merupakan kegiatan dari surveilans KIPI. Pencatatan kasus KIPI baik kasus 

KIPI serius maupun non serius dilakukan menggunakan format khusus yang dapat diunduh 

pada laman website yang telah disebutkan diatas.  
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Tabel 12 . Register Kohort Bayi 
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Tabel 13. Register Kohort Balita dan Anak Pra-Sekolah 
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Tabel 14. Laporan Hasil Pelayanan Imunisasi Rutin (Dasar dan Lanjutan)  

di Klinik/Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta 

 

 

 

 

 



47 
 

 

Tabel 15. Register Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 
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Tabel 16. Rekapitulasi Pelaporan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tingkat Puskesmas 
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Tabel 17. Register Kohort Ibu 
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Tabel 18. Register Imunisasi Wanita Usia Subur (WUS) 
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Tabel 19. Format Pencatatan Imunisasi untuk Anak di Luar Usia Maksimal Pelaporan 
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Tabel 20. Contoh Kartu Stok Vaksin 
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Tabel 21. Format Pelaporan Logistik 
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Tabel 22. Grafik Monitoring Suhu 
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Tabel 23. Format Inventarisasi Peralatan Cold Chain Tingkat Puskesmas 
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BAB 8 MONITORING DAN EVALUASI 
 

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam program imunisasi. Kegiatan ini 

merupakan suatu proses pengamatan sistematik yang dilakukan secara rutin dan periodik dengan 

menggunakan instrumen yang standar. Tujuannya adalah untuk menilai apakah rencana pengelolaan 

program yang dibuat sebelumnya sudah dilaksanakan dengan baik, dan apakah program imunisasi 

berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hasil dari kegiatan monitoring evaluasi ini 

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk melakukan tindak lanjut perbaikan program 

imunisasi. 

 

A. Pemantauan Wilayah Setempat 

Capaian cakupan imunisasi menjadi sangat penting yang menunjukkan kinerja dari program 

imunisasi itu sendiri. Berapa banyak sasaran yang telah diimunisasi, baik per antigen maupun 

setiap dosis pengulangan, dapat menunjukkan tingkat perlindungan kelompok yang terdapat di 

suatu wilayah. 

Monitoring dan evaluasi terhadap cakupan imunisasi salah satunya dapat dilihat melalui 

instrumen Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Program Imunisasi. Kegiatan ini dapat dilakukan 

secara berkala dengan membandingkan capaian cakupan baik setiap bulan, setiap tiga bulan 

setiap enam bulan atau tahunan. Dengan ini pengelola program imunisasi puskesmas dapat 

menilai kecenderungan dari cakupan imunisasi di wilayahnya. Oleh karena itu, penting untuk 

menyimpan dengan baik hasil pencatatan dan pelaporan serta PWS. 

 

 

Keterangan : 

a : Jumlah sasaran kelompok tertentu yang telah mendapatkan imunisasi 

  tertentu pada tahun perhitungan (numerator) 

b : Jumlah sasaran kelompok tertentu pada tahun perhitungan (denominator) 

 

Tabel 24. Denominator Cakupan Imunisasi 

No Jenis Cakupan Imunisasi Denominator 

1 

Cakupan imunisasi dasar bayi :  

a. HB0, BCG,  bOPV1 Jumlah bayi lahir 

b. DPT-HB-Hib 1-3, bOPV 2-4, IPV, 
Campak Rubela1, PCV 1-2 dan JE 

Jumlah bayi yang bertahan hidup 
sampai usianya 1 tahun (surviving 
infant) pada tahun perhitungan 

2. Cakupan imunisasi lanjutan :  

Rumus menghitung cakupan imunisasi :  [ a / b ] x 100% 
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a. Baduta (DPT-HB-Hib 4 atau Campak 
Rubela 2, PCV3) 

Jumlah bayi yang bertahan hidup 
sampai usianya 1 tahun (surviving 
infant) pada tahun lalu 

b. BIAS Campak Rubela atau DT kelas 1 Jumlah anak SD kelas 1 

c. BIAS Td kelas 2 Jumlah anak SD kelas 2 

d. BIAS Td kelas 5 Jumlah anak SD kelas 5 

e. BIAS HPV Kelas 5 Jumlah anak SD kelas 5 

f. BIAS HPV Kelas 6 Jumlah anak SD kelas 6 

g. Td pada Bumil Jumlah ibu hamil 

 

Selain itu, memantau kinerja capaian dari program imunisasi di suatu wilayah dapat dilakukan 

dengan membandingkan antara cakupan imunisasi tertentu yang diperoleh wilayah dengan target 

cakupan yang telah ditentukan. 

 

Tabel 25. Penetapan Target Cakupan Imunisasi per Tahun 

No Jenis Imunisasi Target Cakupan per Tahun 

1 

Imunisasi dasar pada bayi  

- Semua antigen imunisasi (HB0, BCG, DPT-HB-Hib 
1-3, bOPV 1-4, Campak Rubela 1, IPV, PCV 1-3, 
JE) 

95% 

2 

Imunisasi lanjutan  

- Baduta (DPT-HB-Hib 4 atau Campak Rubela 2) 95% 

- BIAS (setiap jenis antigen dan setiap tingkatan 
kelas) 

95% 

- Td 2+ pada Ibu Hamil 80% 

 

Apabila pengelola program imunisasi sudah mengetahui target cakupan imunisasi tertentu 

per tahunnya, maka pengelola juga dapat menghitung cakupan imunisasi tersebut setiap bulannya. 

Rumus menghitung target cakupan bulanan : 

 

 

 

Dengan rumus diatas, maka pengelola program imunisasi di puskesmas dapat menghitung 

semua target cakupan bulanan pada setiap jenis imunisasi. 

 

 

 

 Target cakupan imunisasi dalam 1 tahun 

Jumlah bulan dalam 1 tahun (12 bulan) 
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Tabel 26. Penetapan Target Cakupan Imunisasi per Bulan 

No Jenis Imunisasi Target Cakupan per Bulan 

1 

Imunisasi dasar pada bayi  

- Semua antigen imunisasi (HB0, BCG, DPT-HB-

Hib 1-3, bOPV 1-4, Campak Rubela 1) 
= 95% / 12 = 7,92% ≈ 8%  

2 

Imunisasi lanjutan  

- Baduta (DPT-HB-Hib 4 atau Campak Rubela 2) = 95% / 12 = 7,92% ≈ 8%  

- BIAS (setiap jenis antigen dan setiap tingkatan 

kelas) 

= 95% / 12 = 7,92% ≈ 8%  

- Td 2+ pada Ibu Hamil  = 80% / 12 = 6,67% ≈ 7% 

 

a. Penilaian terhadap pemanfaatan imunisasi dengan menghitung Drop Out (DO) 

DO merupakan indikator untuk menilai kesempatan masyarakat menggunakan fasilitas 

kesehatan untuk mendapatkan layanan imunisasi yang diukur dengan selisih antara cakupan 

DPT-HB-Hib 1 dengan DPT-HB-Hib 3 atau DPT-HB-Hib 1 dengan Campak Rubela 1 pada bayi, 

atau pada baduta yaitu selisih cakupan DPT-HB-Hib 3 dengan DPT-HB-Hib 4 atau selisih 

cakupan Campak Rubela 1 dengan cakupan Campak Rubela 2. 

b. Monitoring dan evaluasi dari aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan imunisasi 

menggunakan antigen BCG, dapat dinilai dengan Left Out (LO) rate. Penghitungan LO rate 

dapat dilihat di Bab 3 Mikroplanning. 

c. Setelah pengelola imunisasi puskesmas menghitung DO dan LO dari masing-masing wilayah 

kerjanya (dalam hal ini desa/kelurahan), maka dapat dilakukan analisis      hasil pemetaan 

wilayah dan kategorisasi berdasarkan masalah akses dan pemanfaatan imunisasi. Dengan 

pemetaan ini pengelola imunisasi puskesmas dapat menentukan wilayah prioritas atau lokus 

untuk dilaksanakan upaya pelacakan beserta intervensi peningkatan akses dan/atau 

pemanfaatan. 

d. Monitoring dan evaluasi cakupan imunisasi juga dapat memanfaatkan cakupan program 

kesehatan lainnya yang sejalan dengan jenis imunisasi yang sesuai. Misalnya cakupan 

imunisasi HB0 dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan.           

 

 

 

 

 

Desa/Kelurahan dengan DO dan/atau LO tinggi serta kondisi pendukung 

lainnya merupakan wilayah prioritas atau lokus untuk intervensi penjangkauan 
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B. Supervisi Suportif 

Supervisi Suportif adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala dan 

berkesinambungan yang meliputi pemantauan, pembinaan, pemecahan masalah serta 

penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian 

target cakupan dan mutu program. Pelaksanaan Supervisi Suportif dilakukan secara berjenjang 

(Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan Supervisi Suportif:       

a. Melakukan identifikasi masalah, memecahkan masalah, memberikan umpan balik dan 

melakukan evaluasi On The Job Training, dan menyusun rencana tindak lanjut. 

b. Dalam pelaksanaannya, Supervisi Suportif menggunakan daftar tilik      sehingga terukur dan 

sistematis. Daftar tilik berisi syarat terpenting dari standar tertentu. Penilaian dilakukan 

terhadap syarat atau prosedur tersebut, jika sesuai ditandai ‘Ya’, bila tidak sesuai atau hanya 

sebagian yang sesuai, maka ditandai ‘Tidak’. Pada akhir daftar tilik, dilakukan perhitungan 

jumlah hasil ‘Ya’ pada kolom ‘Nilai Aktual’. 

c. Supervisi yang baik adalah supervisi yang dijalankan secara efektif, bersifat suportif, 

terencana, dan tidak mencari-cari kesalahan. Disini Pengelola Imunisasi dan Pembinaan dan 

Koordinasi (Bikor) Puskesmas dituntut memiliki keterampilan dalam membantu 

memecahkan masalah, memotivasi, membimbing dan mengarahkan kepada praktek 

pelayanan imunisasi yang baik dan terstandar. 

d. Supervisi suportif yang ditujukan untuk Puskesmas dilakukan oleh petugas dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota. Supervisi suportif yang dilakukan oleh petugas imunisasi 

puskesmas ditujukan untuk posyandu/polindes/pos imunisasi lainnya. 

e. Supervisi suportif dapat dilakukan secara elektronik melalui tautan ONA sebagai berikut: 

• Supervisi suportif puskesmas: https://enketo.ona.io/x/hoVxgG7W 

• Supervisi suportif posyandu/pos imunisasi: https://enketo.ona.io/x/U1MiePfe  

• Hasil supervisi dapat dilihat pada tautan: 

https://public.tableau.com/app/profile/datanalytics7276/viz/puskesmas_1629086223

6280/INDICATORSUMMARY?publish=yes  

 

 

 

      

Posyandu atau pos imunisasi lainnya dengan nilai supervisi suportif yang rendah 

merupakan prioritas untuk mendapatkan peningkatan kapasitas sebagai upaya perbaikan 

kualitas pelayanan 

https://enketo.ona.io/x/hoVxgG7W
https://enketo.ona.io/x/U1MiePfe
https://public.tableau.com/app/profile/datanalytics7276/viz/puskesmas_16290862236280/INDICATORSUMMARY?publish=yes
https://public.tableau.com/app/profile/datanalytics7276/viz/puskesmas_16290862236280/INDICATORSUMMARY?publish=yes
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Posyandu atau pos imunisasi lainnya dengan nilai standar pelayanan imunisasi yang rendah 

merupakan prioritas untuk mendapatkan peningkatan kapasitas sebagai upaya perbaikan kualitas 

pelayanan.  

 

C. Data Quality Self-assessment (DQS) 

Dalam upaya menilai dan menjaga kualitas pencatatan dan pelaporan data imunisasi, perlu 

dilaksanakan Data Quality Self Assessment (DQS).  

a. DQS merupakan alat untuk menilai kualitas sistem pencatatan dan pelaporan data hasil 

pelaksanaan imunisasi. Komponen yang dinilai melalui DQS meliputi akurasi data dan 

kualitas sistem pemantauan data imunisasi. 

b. Tujuan umum pelaksanaan DQS adalah untuk memperoleh gambaran kualitas pencatatan 

dan pelaporan program imunisasi secara berjenjang, khususnya di tingkat puskesmas 

dimana pencatatan hasil pelayanan imunisasi dilakukan, serta upaya pemecahan masalah 

yang ditemukan untuk meningkatkan kualitas sistem pencatatan dan pelaporan.  

c. Tujuan khusus pelaksanaan DQS adalah untuk mengetahui tingkat akurasi laporan cakupan 

imunisasi, persentase kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan, kualitas sistem 

pemantauan program imunisasi, dan kekuatan kelemahan sistem pencatatan dan 

pelaporan. Hasil dari penilaian DQS ini sebagai bahan rekomendasi untuk tindak lanjut 

perbaikan. 

d. Sasaran penilaian DQS ada 2 yaitu sasaran kuantitatif yang fokus pada sistem pencatatan 

dan pelaporan hasil pelayanan imunisasi dan sasaran kualitatif yang menggambarkan 

kualitas komponen sistem pemantauan. Penilaian terhadap sasaran kualitatif ditujukan pada 

komponen sistem pemantauan yaitu data demografi, pencatatan, pelaporan dan 

pengarsipan, ketersediaan data dan formulir, serta penggunaan data.  

e. Tujuan akhir penilaian akurasi data dan kualitas sistem pemantauan data imunisasi adalah 

mengidentifikasi permasalahan pencatatan dan pelaporan kemudian dicari pemecahannya 

untuk perbaikan. Dalam merumuskan upaya pemecahan masalah atau rekomendasi, perlu 

dilakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan terhadap sistem pemantauan data dan 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas data.  

 

  

 

Untuk mendapatkan bahan yang lengkap terkait instrumen monitoring dan evaluasi dapat 

diunduh pada tautan berikut:  

https://bit.ly/MonevImunisasi  

https://bit.ly/MonevImunisasi

